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KEPALA DESA TIDAR KURAN.II
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI
NDMDE_F' TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAIL DESA (RKTDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

Menimbang 1 a.  bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dolumen
prerencansan  pembangunan desa berupa rencana
kerja Pemerintah desa (REKPDes) yang merupakan
penjabaran . rencana  pembangunan jangka
menengah desa (RPJM-Desal;

b, bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 49,
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daecrah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dolumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa olch kepala Desa dan ketua
BPD:

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa,

Mengingat B Undanpg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Neomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Momor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 Tentang
Desa;
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Pernturan Pemerintnh Republik Indonesin Nomar
60 Tahun 20014 Tentong Doana Desd yong
Bersumber Dari APHN;

Peraturnn  Menteri  Dulom  Negerl  Nomor 13
Tahun 2007, Tentong Pedoman Penyusunin dan
Pendnyngunonnn Dotn Prolil Desi/Kelurahon;

Peraturan  Menteri Dolnm Negerl Nomor 111
Tahun 2014 Pedoman Telonis Peraturian |esi;

Peraturnn Menteri Dalnm Negeri Nomaor | 12
Tahun 2014 Pemilihnn Kepala Desn;

Peraturan  Menlert Dalom  Negeri Nomor 114
Tahun 2014 Pedoman Pemboangunan Dean;

Peraturan  Menteri Dalaom Negeri Nomor 20
Tahun 2018 Pengelolann Keuangan Desi;

Peraturan Menleri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor | tahun 2015
tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskaln Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tercngegal dan Transmigrasi Nomor 2 tnhun 2015
tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme
pengambilan keputusan musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunon Daerah
Tertinggal dan Tranamigrasi Noemor 2 tnhun 2015
tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Prioritas
Penggunasn Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012},

Peraturan Menleri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1203);
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15, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakal
Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1261);

16. Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Tranamigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 1633);

17, Peraturan Mentert Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tabhun 2021
tenitang Penwlaftaran, Pendataan Dan Pemernngkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Mililc Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

18, Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 16
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembanguan Daerah;

19, Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembanguan Jangka
Pamjang Tahun 2005 - 2025;

20, Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor
5 Tahun 2006 tenfang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor
18 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;

22  Peraturan Dacrah Kabupaten Batanghari Nomor
T Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa;

23, Peraturan Bupali Kabupaten Datanghari Nomor
63 Tabun 2011 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Partisipatif;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 14
Tahun 2018 rentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa;
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25, Pernturan Bupali Batang Hari Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

26. Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Haok Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Deaa;

27. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nemor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah [(RPJM] Desa Tidar Kuranji Tahun
2021-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN FERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI
dan
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - Peraturan Desa Tenlang Rencanan Kerja Pemerintah
Desa (RKEPDes) esa Tidar Euranji Tahun Anggaran
2023,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama lain,
selanjutnya discbut Desa, adalah kesatuan masyarakal hukum yang
memiliki batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus wrusan pemerintahan, kepentingan masgyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danfatau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Megara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenanpgan yang dimiliki Desa meliput
kewenangan di bidang  penyvelenggaraan  Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayasn Masyarakal Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negarn
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwalkilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarzh Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarzh antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggamkan  oleh  Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersilat strategis.

Musyawarah Perencanasn Pembangunan Desa atau yang  disebut
dengan  nama  lain adalah  musyawarah  antara  Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Angparan Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarnkat
Desa, danfatau Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten / Kata.

Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-undangan  yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan dizepakati bersaman
Badan Permusyvawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahleraan masyarakat Desa,

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
digelenpggarakan oleh pemerintah Desa denpgan melibotkan Badan
Permusyawaraten Desa dan unaur masyarakal secara partisipatil guna
pemanatan dan pengaloksasian sumber daya desa dalam rangka
mencapal tiujuan pembangunan desa.

Pembangunan  Partisipatiil  adalah  suata sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikpordinasikan
pleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan  kegotongrovongan  guna  mewujudkan  pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial,

Pemberdaysan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penctapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan vang sesuai dengan esensi
masalah dan pricritas kebutuhan masyarakat Desa.
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Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obycktif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potenai yvang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadap desa.

Rencana Pembangunan Jangks Menengah Desa, selanjutnya disingkat
EPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 [enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKF Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran EPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 [satu) tahun yang akan
diusulkan  Pemerintah  Desa  kepada  Pemerintah  Daerah
Kabupaten /Kotas melalui  mekanisme perencanaan pembangunan
Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa vang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Asel Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperolch atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnys yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan (ahunan Pemerintahan Desa.

Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dan anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, sclanjulnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Deerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebul dengan nama lain adalah
lembaga vang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutohan dan
merupakan mitra pemerntah desa dalam memberdavakan
masyarakat,
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Lembaga adat Desa adalah merupakan  lembaga  yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagan dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yvang memegang keltuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah  adaloh Pemerintah  Daerah  dan  Dewan
Perwakilan ERalkwyat Dacrah vang menyvelenggarakan  urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian  terhadap rancangan
Peraturan Desa untmuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tnggi.

Penpundangan adalab penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran
Desa atau Berita Desa.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di
Desa untuk mengetahul bertentanpan dengan kepentingan umum,
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yvang lebih tinggi.

Bertentangan dengan kepentingan umum  adalah  kebijakan yang
menyechabkan  terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
tergangpunys  akses  terhadap  pelayanan  publik, terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terpangounya kegiatan elonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atan diskriminasi
lerhadap sultu, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan
gender.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yvang selanjutnya disebut
APB Desa adalabh rencana keuvangan tahunan pemerintahan desa,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dessa selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana kcgiatan Pembangunan Desa untul
jangka wakm 6 | enam ) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP-Des adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka walketu 1 [satu) tabun.

Daftar usulan REP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 [satu] tahun yang akan
disulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Dacrah Kabupaten
Batanghari melalui mekanisme perencanaan pembangunan Dacrah.

Ewvaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran
Desa atau Berita Desa.
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37, Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di
Desa untuk mengelahui bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/fatau Peraturan Perundang-undangan vang lebih tinggl.

38. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, tergangguanya
ketentraman dan ketertiban umum, tergangegunva kegiatan ckonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi
terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan
gender,

BAR 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah  Desa untuk Tabun 2023 disusun dengan
sistemnatika sebagai beriloat :

a. BABI1 : PENDAHULUAN

b. BABII :  PRIOROTAS PEMBANGUNAN DESA

c. BABII : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
FENDANAAN

d. BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN

(1] Isi Rencana EKerja Pemerintah Desa Tahun 2023 schagaimana
tercantum  dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu
kesatuan dan bagian vang tak terpisahkan dari Perataran Desa ind.

BARB TII
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

Daftar wusulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 adalah
penjabaran dari RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk
jangka waktu 1 {sam) tahun vang akan divsulkan Pemerintah Desa Kepada
Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pemabangunan
Daerah.

Pasal 4
Daftar wsulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 selanjuinya

disingkat RKP Deza scbagai mana pasal (3] menjadi dasar penetapan APB
Desa Tahun 2023
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Pasal 5

{1} Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan olch perangkat Desa dan,/atau unsur masyarakat Desa.

(2} Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi:
a, pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
b, pembanpunan sekioral dan daerah yang masuk ke Desa.

i3} Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal, dikelola melalui
swalkelola Desa, kerjasama antar Desa dan/fatau kerjasama Desa
denpan pihak ketiga.

(4} Kepala Desa menpoordinasikan persiapan  dan  pelaksanasn
pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

i5) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten,/Kota.

(6) Dalam hal ketentuan kepala Desa mengoordinasikan  kegiatan
pembangunan Desa menyatakan  pelakssanaan  program  scldor
dan/atau program dacrah diintegrasikan ke dalam pembangunan
Desa, program sektor dan/atau program dacrah di Desa dicatat dalam
AFB Desa.

(7] Dalam hal ketentuan Eepala Desa menpoordinasikan  kegiatan
pembangunan  Desa, menyvatakan pelaksanasn  program  selcor
danfatau program daerah didelegazikan kepada Deza, maka Desa
mempunyai kewenangan untuk mengurus.

{8) Pelaksanasn program sektor dan/atau program daerah vang berskala
lokal dibahas dan discpakati dalam musyawarah Desa wang
diselenpggarakan oleh BPD.

(9) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa  persiapan
pelaksnaan pembangunan Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan
program sekior danjfatau program daerah, kepala Desa dapat
mengajukan keberatan atas bagian dan teknis pelaksanaan yang tidak
disepakati, discrtai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(10) Kepala Desa menyvampaikan keberatan scbagaimana dimaksud pada
ayat {9) kepada bupatifwalikota melalul camat.

(11) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah vang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(12} Pelaksanaan program sckior dan/atau program daerah dilakukan oleh
perangkat desa danfatau unsur masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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{1} Wepaln  Besn memerilesn  daflar enlon  pelnkannn keginton yang
tereantum dalom dokumen REP Desn yong diletapkan dolam A
(RIS

(4 Beponla Dess menclopkan pelaksnnn kegloton dengnn kepulusan
leepndn Dhenn,

(3 Dalam bl peloksnnn keginton mengundurkan dirl, pindoh domisili
kelunr Desn, dondotou dlenal sonksi pldann kepola Desa dapat

mengulbnh pelakannn keglnton,

(4)  Pelokennn kegintnn berlugas membunio kepaln Desa dalam tabapan
peratnpun don tnhapan pelakinnnan keglntan.

Paanl 7

(1) Pelaksonn kegiolnn menyusun rencena kerja bersama kepala Desa.

() Reneanin kerjn memuat antora baing
o, urnian kegintnn,
I, Dinyng;
o, wakiu pelnfesnmnan;
el. loknsi;

e, kelompok ananrnn;
I tenngn leerjs; dan
g. daftar pelaksnna kegiaton,

13} Rencann  kerjn  dituangkan  dalam  [ormal rencana kerja untuk
ditetnpkan dengnn keputusan kepala Desa,

Panal &

(1) Kepaln desa menginformaosikan dokumen RKP Desa, AFB Desa dan
rencana kerja kepoda masyarnkal melalui sosialisasi keglatan,

(2}  Sosialisnsi schagaimana dilakukan antara lain melalui:
n.  musyawarnh peloksanann keginlan desa;

musyawarah dusun;

musyawnrnh kelompok,

aiglem informaosi Desa berbasia website;

papan informasi desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.

T - T -
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Pasal 9

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
Desa.

{2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danfatan pemenntah daerah
kabupaten fkota melakzanakan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa

(3) Pelaksanaan pembelkalan schagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilakukan dengan pembimbingan teknis.

(4} Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
antara lain meliputi:
. kepala Desa;
. peranglat Desa;
Badan Permusyawaratan Lesa;
. pelaksana kegiatan;
. panitia pengadaan barang dan jasa;
kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
. lembapa pemberdavaan masyvaralat,

B Sa b o

13} Pembekoalan pelaksanaan kepgiatan, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;
b. penyolenggaraan pemerintahan Desa; dan
. pembangunan Desa,
(6) Kegiatan pembekalan  pengelolaan keuangan  desa  sebagaimana

dimaleaud |, antara lain telnis administras: pengelolaan kevangan dan
teknis penyusunan dekumen pertanggungjawaban keuangan,

[7) Kepiatan pembekalan penyelenggaraan pemerinishan Desa antara lain
teknis administrasi  kesekretariatan, pendastaan, penetapan dan
penegasan batas desa.

(4] Kegialan pembekalan pembangunan desa seperti pendayagunasn
teknaolog tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme
pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanasan
kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

{9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan mengacu pada peraturan
bupati / walikota.
Pasal 10

[1] Pelaksana kegiatan melalukan penyiapan dokumen administrasi
kegiatan.

{2} Pelaksana kegiatan sebagaimana  dalam melakukan penyiapan
dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.

{3) Dokumen administrasi selurang-kurangnya meliputi;

Dipindai dengan CamScanner



.

a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

b. dokumen APB Desn;

c. dokumen administrasi keuangan;

d. dokumentasi foto/gambar scbelum  kegintin  pembangunan
dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat;

[. peroyataan kesanggupan pelaksana  kegintan  menyeleaaikan

pekerjaan;

g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari wargs
masvarakat kepada Desa atas  lshan/taneh yang menjadi aset
Dean sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan
Desa  atas lnhan/tanah vang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Dresa;

j.  penylapan dekumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi
danfatau tanaman yang terkena dampak kegialan pembangunan
Desapdan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan
lingkungan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  Desa  mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di
Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat,

(2] Pelaksana kegialan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada
di Desa sekuranp-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan lenaga kerja;
b. pendaftaran calon lenaga kerja;
¢. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.
{3} Besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran

upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang
ditetapkan dalam APE Desa.

(4] Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yvang ada di
Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
c. mencntukan cara pengadaan material /bahan.
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{5] Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang
tercantum di dalam RKP Desa vang ditetapkan dalam APB Desa

() Pelaksana kegialan mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melaloukan:

a. penghimpunan dan pencatatan «dana  swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyvarakat Desa dan/atau pihak ketiga
yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;

d. pembentubkan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

2. penetapan jadwal kerja.

(7] Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela

sekurang-kurangnya sesual dengan rencana yang tercantum di dalam
EET Desa vang ditetaplkan dalam APB Desa.

(8] Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royvong
masyarakal sekurang-kurangnya mengadministrasikan dolumen:

a. pernyataan pomberian hibah  dari warga masyarakat Desa
dan/atau pihak hkctiga kepada Desa atas  lahan/tanah yang
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dar warge masyvarakat Desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganli rugl atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman vang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa.

(9} Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan
kegiatan pembanpunan Desa dilalukan tanpa merugikan hak-hak
rumah tangga miskin atas aset lahan/ienah, banpgunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
[resa.

(10 Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara
a. peralihan hak kcpemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(11] Pembiaygan vang dibuluhkan dalam rangka perlindungan hak-hak
rumah langga miskin dilaloukan melalui APB Deaga.

{12} Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan  kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Pazal 172

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksansan  kegiatan yang
sekurang-kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastrukcur Desa,

c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
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d. pengelolaan pengaduan dan penyelecaaian masalah;

¢, penyusunan laporan hasit pelaksanaan kegiatan;

[. mugyawarah pelaksanaan  kegiatan Desa dalam  rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g. pelestarian dan pemanfoatan hasil kegiatan,

Pasal 13

{1} Kepala Desa menvelenggaralkan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

[2) Pembahasan tentang  perkembangan  pelaksanasan  keplatan
berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa,

(3) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

(4] Rapat kerja pelaksanaan kegiatan membahas antara lain;
a. perkembangan pelalkksanaan kKegiatan;
b, pengaduan masyaralat,
. mmazalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
&, perubahan kegiaran,

|51 Kepals Dess dapat menambahkan agenda pembahasan rapat keplatan
sesual dengan kendisl perkembangsn pelakaanaan kegiatan yang ada
di Desa,

Pazal 14

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perneriksaan tahap perkembangan dan
lahap akhir kegiatan infrastruktur Desa,

(2) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunsn infrastruktur sesual dengan
dokumen EKP [esa.

[#) Dalam rangka penyedigan tenaps ahli di bidang  pembanpunan
infrastrukivr, kepala Desz menputamakarn pemanfazian lenaga ahbli
yvang berasal dar masyarakal Desa,

(4] Dalam hal tidak teraedia benaga shli sebagaimana dimaksud dalam
pint {3], kepala Dess meminta bantuan kepada buped /fwalilkota melalui
camal perihal  kebutohan tenaga ahli di bidang  pembanginan
infrastrukoar vang dapat berasal satuan kerja perangkat dasrah
kabupaten/kota vang membidang pekerjaan umum dan/atan tenaga
pendamping profesional,

[5) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menla: sebapgian danfatzu selurubh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

(6) Pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir meliputi;
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4. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

br. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan
puluh per seratus] dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100P6 [seratus
per seratua) dari keseluruhan target kegiatan.

(7} Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan
pada sctiap tahapan sebagaimana point (6).

(8) Laporan hasil pemenksaa menjadi bahan pengendalian pelaksanaan
kegiatan oleh kepala Desa.

Pazal 15

(1) Pemerintah dacrah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang
kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal
terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b, kelangkasn bahan material; dan/atau

¢, terjadi peristiwa khunsus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

(2] Penetapan peraturan scbagaimana dimasud pada ayat (1) mengacu
peraturan perundang-undangan.

(3] Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
peraturan bupati fwalilora.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan perubshan  pelaksanasn  kegiatan
pembangunan di desa.

(5] Perubahan kepiatan dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilalukan melalui;
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihalk letiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah kabupaten fkota.,

b, tidak mengganti jenis kegiatan vang ditctapkan dalam AFB Desa;
dan

g. tidak melanjutkan kegiatan sampail perubahan  pelaksanaan
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
(6] Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan point {3)
7] Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

[8) Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.

9] Berita acara dilampin perubahan gambar desain dan perubahan
rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

Dipindai dengan CamScanner



- 16 =

{10) Berita acara menjadi dasar bagl kepala Desa menetapkan perubahan
pelaksanaan kegiatan.

{11} Perubahan pelaksanaan kegiatan  ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa,

Pasal 16

{1} Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakal
dan pcnyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
[Desa.

(2} Keordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud point (1] selkurang-kurangaya
meliputi kegiatan:

a, penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yvang termuat dalam pengaduan masyarakat;
. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penvelezaiatn masalah.

{3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pada point (2], berdasarkan ketentuan schagai beribout:

a, menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. menpgulamakan penyelesaian masalah di  tngkat pelaksana
kegiatan;

¢, menginformaszsikan  kepada masyarakat Desa perkembangan
penvelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakar Desa dalam menyelesaikan masalah; dan

¢, mengadministrasikan bukt pengaduan dan penyelesaian masalah.

4] Penyelesaian masalah  dilakukan secara manditi oleh  Desa
berdasarkan kearifan lokal dan pengargsutamaan perdamaian melalui
musyawarah desa.

{5) Dalam hal musyawarah dessa  menyepakali masalah dinyatakan

sclesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah
desa,

Pasal 17

(1} Pelaksana  kegiatan  menyampaikan  laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.

(2] Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan
penyaluran dana kegiatan,

{(3) Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap
penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan
pelaksanaan kegiatan Laporan dituangkan dalam format laporan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(4) Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa vang sckurang-kurangnya meliputi:

a. recalisasi biava beserta lampiran bukti-huktl pembayaran;
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b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi (99, 23%, 50% dan 100%
yang diambil dan sudut pengambilan yang sama;

c, foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja  danjfatau
melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung
kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Dess; dan

f. pgambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

(5} Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemenntahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

(1] Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa,

2] Musyawarah desa diselenggarakan sefizp semester yaitu pada bulan
Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

[3] Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala
Desa; dan
b. menyerahkan hagil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala
Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat Desa.

(4] Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa  berdasarkan
laporan akhir pelaksana kegiatan.

(5] Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa,

{6) Tanggapan masyarakat Desa disampaikan  dengan memberikan
masukan kepada kepala Desa.

{7) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan
masukan masyarakatl Desa.

{8) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara,

(9} Kepala Desa mengeordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
muzyawarah desa.

Pasal 19
{1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan

dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan
pembangunan Desa.
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(2) Pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
c. pengalokasian  biaya pelestarian  dan  pemanfoatan  hasil
pelakaanaan kegiatan pembangunan Desa.

(3] Ketentuan pelestanan dan pemonfaatan ditetaplkan dengan peraturan
Desa.

(4] Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan Desa

[5) Pembentukan kelompok ditetapkan dengan keputusan kepala Desa,

Pasal 20

{1} Pemantausn pembangunan Desa cleh masyarakat Desa dilakukan
pada tahapan perencansan  pembangunan Desa dan  tahapan
pelaksanaan pembangunan Desa.

{2) Pemantauzn tahapan perencanasn, dilakukan denpan cara mcenilad
penyusunan EPJM Desa dan EEKFP Desa.

(3] Pemantavan tshapan pelaksanaan dilalukan dengan cara menilai
antara lain: pengadaan  barang dan/fatau  jasa, pengadaan
bahan/material, penpadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan
kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa,

(4] Hasil pemantauan pembangunan esa dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Desa.

(5) Bupati/walikota melabukan  pemantavan dan  pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan menpgawasi jadwal perencanasan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik lerhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

¢, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
pembangunan Desa; dan

d. memberikan pembimbingan tekmis kepada pemerintah Desa.

{6) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa  sebagal akibat ketidakmampuan dan/fatau
kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan;

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah  desa dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan
APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
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c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam  hal
mempercepal pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APE Desa sesual peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FENUTUP

Pasal 21

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran
pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
Desa.

Pasal 22
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Tidar Kuranji
Ta : 2022

KEP DESA TIDAR KURAN.JI

X"

MUH. SARDI, S.Pd.I

Diundangkan di Desa Tidar Kuranji
Pada Tanggal 13 oel0%p 2002

SEERETARIS DESA TIDAR KURANJI
N
PR B, Mook .Y

SOLAHUDIN, 8.Pd
LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2022 NOMOR
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